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KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTI M EWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM WHISTLE BLOWING SYSTEMDI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Daerah Istimewa Yoryakarta Nomor 42 Tahun 2022

tentang Pembentukan Tim Whistleblowing System di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa

Yoryakarta;

b. bahwa sehubungan dengan dilantiknya Anggota Komisi

Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yoryakarta yang baru

serta adanya alih tugas di Lingkungan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yoryakarta, perlu

melakukan penyesuaian terhadap personil Tim

sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Daerah lstimewa Yoryakarta

tentang Pembentukan Tkn Whistle Blouing Syslem di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah lstimewa

Yoryakarta;

1. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang- Undang Nomor 3l Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
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kmbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3874)

sebagaimala telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2OO1 tentang Perubahan atas Undang- Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Repubtk Indonesia

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor 64, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3l Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5602);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir

dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 lentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54 Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam

Penyelenggaraan Negara (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2O21 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 2O2, Tarrr}rahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2O23 tentang Perubahan Kelima

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 3771;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2O2O

tentang Ttrgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Ke{a Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihaa Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 14 Tahun 2O2O tentang T\rgas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 99);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di Instansi Pemerintah (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM WHISTLE

BLOWING SYS?EMDI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKAR'TA.

Menetapkan
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Membentuk Tim Whistle Blouing Sgstem di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yograkarta, dengan

Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

T\rgas masing-masing 'fim Whistle Blouing System sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :

1. Pengarah, bertugas:

Memberikan arahan kebijakan dalam bentuk standar

prosedur pelayanan pelaksanaan mekanisme layanan Whistle

Btowing Sgstem di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Daerah Istimewa Yoryakarta.

2. Penanggung jawab, bertugas :

Bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan

dan menentukan kebdakan-kebijalan mengenai pelaksanaan

kegiatan layanan Whistle Blowing Sgstem di lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yoryakarta.

3. Ketua, bertugas :

a. merencanakan, mengorganisir, dan mengontrol

pelaksanaan kegiatan layanan Whistle Blouting Sgstem;

b. menerima laporan pengadual dari masyarakat, badan

hukum, dan pihak lain yang berkepentingan;

c. mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dari

masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang

berkepentingan;

d. menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi

Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yograkarta; dan

e. bertanggung jawab atas proses penanganan pengaduan

masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Daerah Istimewa Yoryakarta.

4. Wakil Ketua, bertugas :

a. membantu Ketua dalam merencanakan, mengorganisir,

dan mengontrol pelaksanaan kegiatan layanan Whistle

Blouing SAstem;

b. membantu Ketua dalam menerima laporan pengaduan

dari masyarakat, badan hukum, dan pihak lain yang

berkepentingan;

c. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan penyelesaian

pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan pihak
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lain yang berkepentingan;

d. membantu Ketua dalam menyampaikan laporan berkala

kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Daerah

Istimewa Yoryakarta; dan

e. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk

mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan

apabila indikator dan target status pengaduan terlihat

larna-

5. Sekretaris, bertugas :

a. menyiapkan administrasi pelayanan pengaduan Whistle

Blowing System yang digunakan untuk pengaduan yang

disampaikan secara langsung seperti formulir pengaduan

yang memuat sekurang-kurangrya identitas pengadu

yang terdiri atas nama dan alamat lengkap, uraian

keluhan atas pelayanan, serta tempat, wakhr

penyampaian dan tanda tangan;

b. menyediakan kotak pengaduan untuk pengaduan yang

disampaikan secara tidak langsung;

c. menyediakan media untuk pengaduan yang disampaikan

secara elektronik antara lain surat elektronik, pesan

layanan singkat, dan telepon;

d. membuat laporan layanan Whistle Blouing System tiap

tahun.

6. Anggota, bertugas:

a. menerima pengaduan dalam bentuk laporan langsung,

kotak aduan, email, dan bentuk lain yang disampaikan

masyarakat, badan hukum, dan pihak lain serta

menyampaikan kepada Ketua untuk penanganan

penyelesaian lebih lanjut;

b. melakukan pengadministrasial terhadap pengaduan yang

masuk, penyelesaiaa, dan penyampaian tanggapan

terhadap pengaduan pelayanan publik;

c. melaksalakan tugas lain yang diberikan Ketua Tim

Whistle Blowing System dan/atau Sekretaris Komisi

Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yoryakarta berkenaan

dengan penanganan pengaduan pelayanan publik di
Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yoryakarta.
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Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Daerah Istimewa Yogralarta Nomor 42 Tahtorr 2022

tentang Pembentukan Tim Whistleblouing Sgstem di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa

Yoryakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkal di Yoryakarta
Pada tanggal 18 Desember 2023

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAXARTA,

AHMAD SHIDQI

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAE RAH ISTIIT,EWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Tolnir Panyolcnggaraan pemilu,

Panisipasi dan Hukum
dan Surn

istira
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I,AMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM WHIS?IE BLOWNG SYS?EM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN PERSONALIA

NO JABATAN
KEDUDUI(AN
DAIA"DI TIM

1 Ahmad Shidqi Ketua KPU DIY Pengarah

2 Ibah Muthiah Pengarah

3 Moh Zaenuri Ikhsan Anggota KPU DIY Pengarah

4 Sri Surani Anggota KPU DIY Pengarah

5 Tri Mulatsih Anggota KPU DIY Pengarah

Muhammad Hasyim Sekretaris KPU DIY
Penanggung

Jawab

7 Indra Yudistira
Kepala Bagtan Teknis Penyelengaraan

Pemilu, Partisipasi Hubungan
Masyarakat Hukum dan SDM

Ketua

8 Bambang Gunawan
Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan

Logistik
Wakil Ketua

9 Analis Primadani
Kepala Bagran Perencanaan, Data dan

Informasi
Sekretaris

10 Amalia Rahmah Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Anggota

11
Viera Mayasari Sri
Rengganis

Kepala Sub Bagian Perencanaan Anggota

72
Arr5r Darmawan
Trissatya Putra

Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Anggota

13
Galuh Adisti Wisnu
Wardhani

Kepala Sub Beglan Sub B"gran Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi

dan Hubungan Masyarakat
Anggota

l4 Ardian Dewalto
Setiadi

Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik Anggota

15 Endah Dwi Artini Kepala Sub Bagian Keuangan Anggota

16 Sari Ananingsih Anggota

t7 Dyah Ajeng Ika
Pusparini

Analis Penegakan Integritas dan
Disiplin Sumber Daya Manusia

Aparatur
Anggota

18 Parjinah Analis Pengembangan Karir Anggota

19 Ratna Dewi Senjarini Analis Pengembangan Karir Anggota

NAMA

Anggota KPU DIY

6

Ana-lis Hukum Ahli Muda
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NO NAMA JABATAN
KEDUDUI(AN
DALAM TIM

20
Yudhanto Rakhmat
Pratomo

Penyusun Bahan Penyuluhal Hukum

19 Fitri Hartati Analis Pelaporan Akuntabilitas Kine{a Anggota

20 Siti Robitoh
Penl'usun Alokasi dan Pelaporan

Barang Kebutuhan Pemilu
Anggota

2t Choirun Sulaiman Arsiparis Mahir Anggota

22
Alliah Trisna
Asswandari

Ana-lis Sistem Informasi Anggota

23 hrji Restiyani
Penyusun Program Anggaran dan

Pelaporal
Anggota
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Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMI'M
DAE R A H I STIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Tclnis Pooyclcnggsraan Pemilu,

Partisrpasi dan arakat, Hukum

&n Surn

Ditetapkan di : Yoryakarta
pada tanggal : 18 Desember 2O23

KETUA
KOMISI PEMILITIAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Anggota
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